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1. [bookmark: _bookmark13]PengertianFlexingdi MediaSosial

Flexing merupakan tindakan memamerkan kekayaan, kemewahan, atau gaya hidup glamor di media sosial, yang sering kali dilakukan untuk memperoleh pengakuansosial,pujian,ataumembanguncitratertentudihadapanpublik.Dalam konteksdigitaldanmediasosialyangsemakinmasif,perilakuinimenjadisemakin umum, terutama di kalangan figur publik,influencer,maupunindividu yang ingin mendapatkan perhatian. Namun demikian, flexing menjadi persoalan hukum apabilatindakantersebutdilakukansecaratidakjujur,manipulatif,ataudigunakan sebagaisaranauntukmenipudanmemengaruhioranglainagarmengikutikegiatan yang merugikan, seperti kasus arisan bodong, skema ponzi, atau investasi fiktif lainnya.
Menurut Syarifudin (2021), flexing di media sosial dapat dikategorikan sebagai bentuk perilaku manipulatif apabila dilakukan dengan niat memperdaya. Praktik flexing yang disertai dengan kebohongan, seperti menyewa mobil mewah, rumah mewah, atau mengenakan barang-barang mewah palsu namun diklaim sebagai milik pribadi, dapat menjadi alat untuk membangun kepercayaan semu. Tujuannya sering kali untuk menarik korban agar percaya dan tergiur untuk ikut serta dalam kegiatan investasi atau arisan yang ternyata tidak legal dan berujung pada kerugian finansial.
Rachmawati(2022)menambahkanbahwatindakanflexingyangdilakukan untuk menciptakan ilusi kesuksesan atau kekayaan, kemudian digunakan untuk membujukoranglainagarmenyerahkanuangatauikutdalamsuatuskema




keuangan,dapatmasukdalamkategoripenipuanmenuruthukumpidanaIndonesia. Dalam hal ini, pelaku bukan hanya melakukan kebohongan, tetapi juga memiliki mensreaatauniatjahatyangjelasuntukmengambilkeuntungandariketidaktahuan atau kepercayaan korban.
Lebihlanjut, Nurhayati (2020)menekankan bahwa penyalahgunaan media sosial untuk tujuan penipuan termasuk dalam bentuk cyber fraud atau penipuan digital.Dalamkerangkahukumpidana,tindakaninidapatdijeratdenganPasal378 KUHPtentang penipuan, serta peraturan-peraturan terkait informasi dan transaksi elektroniksepertiUUITE,khususnyabilaunsurniat,perbuatan,dankerugiandapat dibuktikan secara hukum.
Dengan demikian, flexing yang dilakukan secara manipulatif bukan hanya masalah etika atau sosial, melainkan dapat berimplikasi hukum yang serius. Fenomena ini perlu mendapat perhatian karena banyak masyarakat yang menjadi korbanakibat mudahterpengaruholeh tampilankemewahanpalsudi mediasosial.
1. [bookmark: _bookmark14]PengertiandanModusArisanBodong

Arisan bodong merupakan kegiatan penghimpunan dana secara kolektif yang dikemas menyerupai sistem arisan tradisional, namun dalam praktiknya dijalankan dengan skema yang tidak transparan, tidak memiliki landasan hukum yang kuat, dan sering kali mengandung unsur penipuan. Tidak seperti arisan konvensional yang bersifat kekeluargaan dan berbasis kepercayaan antaranggota, arisan bodong menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang singkat tanpa kejelasanmekanismedistribusidanaataujaminankeberlanjutansistem.Halini




menjadikan arisan bodong sebagai modus penipuan berkedok kegiatan sosial dan ekonomi.
Dalam banyak kasus, arisan bodong dikemas secara meyakinkan dengan memanfaatkanberbagaistrategimanipulatif,termasuktestimonipalsudaripeserta fiktif yang seolah telah mendapatkan keuntungan, serta penggunaan figur influencer atau tokoh publik untuk menarik kepercayaan calon peserta. Salah satu strategi yang menonjol adalah penggunaan flexing, yaitu aksi memamerkan kekayaan dan kemewahan di media sosial untuk menciptakan citra kesuksesan palsu. Flexing ini berfungsi sebagai alat promosi yang efektif untuk membujuk masyarakatagartergiurikutdalamarisan,padahalskematersebuttidaklainadalah bentuk penipuan sistematis.
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,setiappelakuusahawajibmemberikaninformasiyangbenar,jelas,dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang ditawarkan (Pasal 4 huruf c dan Pasal 8). Dalam konteks arisan bodong, pelaku dapat dinyatakan melanggar hak konsumen jika informasi yang disampaikan bersifat menyesatkan atau tidak sesuai dengan kenyataan.
Selain itu, pelaku arisan bodong juga dapat dijerat dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana penipuan. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau tipu muslihat, dapat dihukum karena melakukan penipuan.Jika dapat dibuktikanbahwa pelakusecara sadarmembuat skemaarisan




fiktif dan menyebarluaskan informasi palsu dengan maksud menarik dana masyarakat, maka unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi.
Bahkan, dalam konteks digital, promosi arisan bodong yang dilakukan melaluimedia sosialjuga dapatdikenaisanksiberdasarkanUndang-UndangNomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya jika ada unsur penyebaran informasi palsu yang merugikan masyarakat.
Dengandemikian,arisanbodongbukanhanyamerupakanpelanggaranetika sosial,tetapijugatermasukdalamkategoritindakpidanayangdapatdiprosessecara hukum.Olehkarenaitu,masyarakatperludiedukasiagartidakmudahterpengaruh oleh iming-iming kekayaan instan dan lebih kritis terhadap promosi arisan yang tidak transparan.
1. [bookmark: _bookmark15]MediaSosialSebagaiSaranaKriminalDigital

Media sosial saat ini telah berkembang menjadi alat komunikasi strategis yang sangat berpengaruh dalam penyebaran informasi, pemasaran, hingga pembentukan opini publik. Namun di sisi lain, media sosial juga rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai sarana untukmelakukankejahatan,termasukdalamkasus-kasuspenipuanberkedokarisan bodong.
Dalam praktiknya, media sosial digunakan secara sistematis untuk menciptakanpropagandadigital—yaknimenyebarluaskankontenyangdirancang untuk membangun citra sukses, memamerkan kemewahan (flexing), dan menyampaikan testimoni palsu guna meyakinkan calon korban bahwa kegiatan arisan tersebut benar-benar menguntungkan dan terpercaya.




Citra palsu ini sering kali dibangun dengan sangat meyakinkan, melibatkan figur publik,selebgram,atauinfluenceryangmemilikipengaruhdimediasosial.Dengan kekuatan visual dan narasi yang persuasif, pelaku menciptakan illusion of success atau ilusi keberhasilan yang membuat masyarakat, terutama yang mudah tergiur dengan kekayaan instan, menjadi korban. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga menjadi medium utama dalam mendistribusikan informasi menyesatkan yang berujung pada kerugian finansial.
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, penyebaran informasi elektronik yang bermuatan bohong dan menyesatkan, serta yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, merupakan tindak pidana. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 28 ayat (1), yang menyatakan bahwa:
"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpahak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dapat dipidana."
Dalam konteks arisan bodong, apabila flexing digunakan sebagai bagian dariskemamanipulatifuntukmenyebarkaninformasipalsu—sepertimenunjukkan kekayaan yang tidak nyata, menampilkan keuntungan palsu dari arisan, atau menutupi fakta bahwa sistem tersebut tidak memiliki legalitas dan transparansi— makahalinidapatmemenuhiunsurpelanggarandalamUUITE.Dengankatalain, flexing bukan lagi sekadar gaya hidup atau pencitraan, melainkan dapat menjadi alat kejahatan finansial jika dipergunakan untuk memperdaya masyarakat.




Oleh karena itu, perlu adanya literasi digital dan kesadaran hukum di masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi dari media sosial, terutama yang berkaitan dengan ajakan investasi atau kegiatan finansial lainnya.
1. [bookmark: _bookmark16]TinjauanYuridisterhadapTindakPenipuan(KUHPdanUU ITE)
Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyebutkan bahwa:
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau supaya memberiutangmaupunmenghapuskanpiutang,dihukumkarenapenipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
Dalam praktiknya, ketentuan ini mencakup berbagai bentuk tindakan manipulatif yang dilakukan secara sadar untuk memperdaya pihak lain. Dalam konteks flexing yang digunakan untuk menciptakan citra palsu guna menarik partisipasi masyarakat dalam arisan bodong atau skema keuangan ilegal lainnya, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Pelaku menggunakan tampilan kemewahan sebagai alat untuk menumbuhkan kepercayaan, padahal kenyataan di baliknya adalah penipuan sistematis.




SelainKUHP,regulasiyangjugamengatursecarategasmengenaipenipuan digital adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Dalam hal ini, Pasal 28 ayat (1) mengatur bahwa:
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong danmenyesatkanyangmengakibatkankerugiankonsumendalamtransaksi elektronik dapat dipidana.”
Sementaraitu,Pasal28ayat(2)menambahkandimensisosial, yaitu:

“Setiaporangdengansengajadantanpahakmenyebarkaninformasiyang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ataukelompokmasyarakattertentuberdasarkanatassuku,agama,ras, dan antargolongan (SARA).”
Khusus untuk tindak penipuan melalui informasi elektronik, sanksi pidana dijatuhkan berdasarkan Pasal 45Aayat (1), yang menyatakan:
“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Dengan demikian, jika flexing dilakukandengan maksud menyesatkan dan menimbulkankerugianfinansialkepadaoranglain—misalnyadalammodusarisan bodong, penipuan investasi, atau skema ponzi—maka pelaku dapat dikenakan sanksipidanaberdasarkanPasal378KUHPdanPasal28jo.Pasal45AUUITE.




Penyebaran informasi palsu, pencitraan kekayaan fiktif, dan penggunaan media sosial sebagai alat tipu daya merupakan unsur-unsur penting yang dapat menjerat pelaku dengan sanksi pidana ganda (konvensional dan digital).
1. [bookmark: _bookmark17]TeoriHukumYangRelevan

Penelitian ini menggunakan Teori Hukum Pidana sebagai kerangka utama untukmenganalisistindakanpelakuflexingyangmenyesatkansertamengakibatkan kerugian bagi masyarakat, khususnya dalam kasus arisan bodong. Teori ini menekankan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabilamemenuhiunsur-unsurmelawanhukum,kesalahan(dolusatauculpa),dan pertanggungjawaban pidana. Flexing yang dimanfaatkan sebagai strategi untuk memperdaya korban melalui pencitraan kekayaan palsu dapat dikualifikasikan sebagai bentuk dolus atau kesengajaan untuk menipu, terutama jika dilakukan secara terencana dan sistematis guna memperoleh keuntungan pribadi.
Sebagaipelengkap,pendekataninijuga memanfaatkanTeori Perlindungan Konsumen, yang berorientasi pada upaya melindungi hak-hak masyarakat sebagai konsumen dari praktik tidak jujur, manipulatif, atau menyesatkan. Dalam konteks arisanbodong,korbanseringkaliberadadalamposisilemahkarenainformasiyang diterima tidak seimbang atau tidak benar. Flexing digunakan oleh pelaku untuk membangun kepercayaan palsu, menciptakan persepsi bahwa arisan tersebut telah terbukti sukses dan menguntungkan. Padahal, secara substantif, sistem tersebut tidak memiliki legalitas dan mekanisme yang jelas, serta tidak ada jaminan perlindungan hukum terhadap peserta.




MenurutSatjiptoRahardjo,hukumtidakbolehdilihatsemata-matasebagai kumpulan aturan normatif yang kaku, tetapi harus bersifat progresif dan responsif terhadap dinamika sosial. Dalam pandangannya:
"Hukum bukan semata-mata peraturan, melainkan harus menjadi alat untuk mencapai keadilan sosial." (Rahardjo, 2009).
Dalam konteks ini, hukum pidana harus mampu menjawab tantangan zaman, termasuk menghadapi bentuk-bentuk kejahatan baru yang muncul dalam ruangdigital,sepertiflexingyangdijadikansaranauntukmenipumasyarakatdalam kegiatan arisan bodong. Penegakan hukum tidak hanya perlu mempertimbangkan unsur formal perbuatan, tetapi juga konteks sosial, motif pelaku, dan dampaknya terhadapkorban.Artinya, hukum harus bersifat substantif, berpihak pada keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban penipuan modern.
Dengan demikian, kombinasi antara pendekatan hukum pidana dan perlindungan konsumen memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menilai bahwa flexing dalam kasus arisan bodong bukan hanya tindakan etis yang patut dikritisi,tetapijugadapatdikualifikasikansebagaitindakpidanayangmemerlukan intervensi hukum yang tegas dan adil.
1. [bookmark: _bookmark18]KerangkaTeori
Dalam menganalisis fenomena flexing yang digunakan untuk mendukung praktik arisan bodong, penulis menggunakan beberapa teori hukum yang relevan sebagai dasaranalisis,yangmencakupaspekpidana,perlindungankonsumen,dan responsivitas hukum terhadap perubahan sosial.




5. [bookmark: _bookmark19]TeoriHukumPidana

Teoriinidigunakansebagailandasanutamauntukmelihatapakahtindakan flexing yang mengarah pada penipuan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan unsur-unsur delik dalam hukum pidana. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat atau kebohongan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dan merugikan pihak lain dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan.
Menurut Moeljatno (2002), tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dikenai sanksi pidana bagi pelakunya. Oleh karenaitu,apabilaflexingdigunakansebagaibagiandariskemaarisanbodong, tindakan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur penipuan apabila terbukti mengandung unsur kesengajaan (dolus) dan menyebabkan kerugian bagi korban. Analisis ini menempatkan fokus pada aspek niat jahat pelaku dan dampak negatif yang ditimbulkan sebagai kunci dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.
5. [bookmark: _bookmark20]TeoriPerlindunganKonsumen

Teori ini berfungsi untuk menilai posisi hukum dan perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen yang menjadi korban dalam kasus arisan bodong. Dalam konteks ini, flexing seringkali dimanfaatkan sebagai strategi pemasaranuntukmenariksimpatidanmembangunkepercayaancalonpeserta, padahal sebenarnya informasi yang disampaikan bersifat menyesatkan dan manipulatif.




Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Jika pelaku sengaja memberikan informasi palsu atau menyesatkan demi kepentingan pribadi, maka korban memiliki dasar hukum untuk menuntut perlindungan melalui mekanisme hukum baik secara perdata maupun pidana. Teori ini menggarisbawahi pentingnya keadilan dan transparansi dalam hubungan transaksi antara pelaku usaha dan konsumen.
5. [bookmark: _bookmark21]TeoriResponsifHukum

Teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo sangat relevan untuk meninjau fenomena hukum digital yang terus berkembang, seperti praktik flexing di media sosial. Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh bersifat statis dan kaku, melainkan harus responsif dan adaptif terhadap perubahan sosial serta kemajuan teknologi.
Menurut Rahardjo, penegakan hukum harus mampu mengikuti dinamika masyarakatdanmenjawabberbagaitantanganhukumbarusecaraprogresifdan berkeadilan.Olehkarenaitu,tindakanpenipuanyangdilakukanmelaluimedia sosial tidak bisa dipandang hanya dari perspektif tradisional, melainkan memerlukan pendekatan hukum yang lebih modern dan humanisagar mampu melindungi masyarakat dari kejahatan digital secara efektif dan proporsional.
1. [bookmark: _bookmark22]PenelitianTerdahulu

Untukmemperkuatlandasanteoritisdanmetodologis,berikutadalahbeberapa penelitian terdahulu yang relevan:




Tabel2.1PenelitianTerdahulu

	No
	JudulPenelitian
	Nama Penelitian
	Temuan Penelitian

	1.
	Tindak	Pidana Penipuan Berkedok Arisan Online
	Siti Nurhaliza (2021)
	Pelaku menggunakan testimoni palsu dan gaya hidup mewah di media sosial untuk menarikpesertaarisan
online.UnsurPasal 378 KUHPterpenuhi.

	2.
	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Arisan Online Bodong
	RizkyHidayat(2022)
	Konsumenarisanonline rentan menjadi korban karena informasi yang diberikan	tidak
transparan.	UU Perlindungan
Konsumen	dapat digunakansebagaidasar hukum.

	3.
	Fenomena Flexing di Media Sosial dan Kaitannya dengan Penipuan
	Andi Saputra (2023)
	Flexing menjadi alat manipulasi sosial yang efektif	dalam membentuk persepsi palsu tentang kekayaan dan keberhasilan.


Sumber: Peneliti2025

1. [bookmark: _bookmark23]LandasanHukum

Untukmenelaahperbuatanpelakuflexingyangterkaitdenganpraktikarisan bodong, penulis menggunakan beberapa dasar hukum utama yang berlaku di Indonesia, sebagai berikut:
7. [bookmark: _bookmark24]KitabUndang-UndangHukumPidana(KUHP)

0. Pasal 378 KUHP mengatur tindak pidana penipuan, yaitu perbuatan yang dengan sengaja menyesatkan orang lain untuk memperoleh keuntungan pribadi atau bagi orang lain secara melawan hukum, yang mengakibatkan kerugianbagipihaklain.Dalamkonteksarisanbodong,pelakuyang




menggunakan flexing untuk menciptakan citra palsu demi menarik korban dapatdikenakanpasaliniapabilaterbuktimemenuhiunsurkesengajaandan kerugian.
0. Pasal55KUHPmengaturmengenaipenyertaan(deelneming)dalamtindak pidana, yang sangat relevan apabila terdapat pihak lain yang turut serta membantudalampenyebaranataupromosiarisanbodong,sehinggamereka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai pelaku bersama.
7. [bookmark: _bookmark25]Undang-UndangNomor11Tahun2008tentangInformasidan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. UU No. 19 Tahun 2016
1. Pasal 28 ayat (1) melarang penyebaran informasi elektronik yang bersifat bohong, menyesatkan, dan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Penggunaan flexing untuk menampilkan gaya hidup mewah yang palsu dalam media sosial dapat dikategorikan sebagai penyebaran informasi menyesatkan jika bertujuan menipu korban.
1. Pasal 45Aayat (1) mengancam pelakuyang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) dengan pidana penjara dan/atau denda, sehingga memberikan landasan hukum bagi penindakan terhadap praktik penipuan digital seperti arisan bodong yang menggunakan media elektronik sebagai sarana.
7. [bookmark: _bookmark26]Undang-UndangNomor8Tahun1999tentangPerlindungan Konsumen
2. Pasal 4 huruf c menegaskan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk atau jasa yang ditawarkan.




2. Pasal 8 melarang pelaku usaha menyampaikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan tentang produk atau layanan kepada konsumen. Dalam kasus arisan bodong, penggunaan flexing yang bersifat menipu secara otomatis melanggar ketentuan ini, sehingga konsumen berhak untuk menuntut perlindungan hukum.
7. [bookmark: _bookmark27]KitabUndang-UndangHukumPerdata (KUHPerdata)

3. Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdata mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan batalnya perjanjian apabila dibuat berdasarkan penipuan (dwang of bedrog). Jika peserta arisan bodong menandatangani perjanjian atau kesepakatan berdasarkan informasi palsu dan manipulasi flexing, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan ini, sekaligus membuka peluang tuntutan ganti rugi secara perdata.
Denganmenggunakandasar-dasarhukumtersebut,analisisterhadappraktik flexing dalam konteks arisan bodong dapat dilakukan secara komprehensif, baik dari aspek pidana, perdata, maupun perlindungan konsumen. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran hukum yang jelas dan menyeluruh untuk menangani fenomena penipuan digital yang merugikan masyarakat.
1. [bookmark: _bookmark28]KerangkaPemikiran
Fenomena flexing di media sosial menjadi semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Flexing ini sering dimanfaatkan oleh oknum tertentuuntukmenarikperhatianpublikdanmembanguncitra sebagaiorangsukses, kaya,atauterpercaya.Dalamkonteksini,banyakpelakuarisanbodong




menggunakan teknik flexing untuk memengaruhi calon korban agar percaya dan bersediaikutdalamskemaarisanyangternyatafiktifatautidakjelaskeabsahannya.
Arisanbodongsendirimerupakanmoduspenipuanyangdibungkusdengan aktivitas sosial keuangan, namun dijalankan secara ilegal dan manipulatif. Skema yang ditawarkan sering menjanjikan keuntungan besar dan cepat, padahal hanya bertujuan untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya dari peserta. Flexing menjadi alat efektif untuk membujuk korban dengan cara menampilkan keberhasilan palsu, barang mewah, dan testimoni manipulatif.
Dalamperspektifhukum,tindakansepertiini dapat dikajidari dua sisi utama:

8. Aspek	Pidana:

Apakah perbuatan pelaku flexing yang menyesatkan tersebut memenuhi unsur penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP? Jika pelaku dengan sengaja memamerkan kekayaan palsu untuk menarik orang bergabung dengan arisan fiktif, maka perbuatan tersebut bisa dikualifikasikan sebagai penipuan.
8. AspekHukumDigitaldanPerlindunganKonsumen:Mengingat perbuatan dilakukan melalui media sosial, maka Pasal 28 ayat
(1) UU ITE tentang penyebaran informasi menyesatkan dalam transaksi elektronik juga bisa dikenakan. Di sisi lain, peserta arisan bodong sebagai "konsumen" juga berhak atas perlindungan hukum dari praktik curang sesuai UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Dengan demikian, kerangka pemikiran dalam penelitian ini menitikberatkan padaketerkaitanantaratindakanflexingdimediasosialsebagaisaranamanipulatif,




denganunsur-unsurpidanadalamkasusarisanbodong.Penelitianinijugamengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku dilakukan serta sejauh mana perlindungan diberikan kepada korban.
Tabel2.2KerangkaPemikiran

 (
DigunakanolehPelakuArisan 
Bodong
FenomenaFlexingdiMedia 
Sosial
MenimbulkanKerugianBagi 
Peserta/Korban
Permasalahan
Yuridis:
Apakahmemenuhiunsurpidanapenipuan(Pasal378 
KUHP)?
ApakahmelanggarUUITE(Pasal 
28)?
ApakahkorbanterlindungimelaluiUUPerlindungan 
Konsumen?
)
 (
Analisis
Yuridis:
TinjauanKUHP,UUITE,UUPerlindungan
Konsumen
Teorihukumpidana,perlindungankonsumen,hukum 
responsif
)

 (
KesimpulandanRekomendasi
Hukum
)
[bookmark: _GoBack]


